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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional tidak dapat 

dipisahkan dari Keuangan Daerah dan Pembangunan Daerah karena pada 

dasarnya pembangunan itu dilaksanakan ditiap-tiap daerah. Dalam 

pengembangan daerah sudah barang tentu dibutuhkan peningkatan 

pendayagunaan potensi daerah secara optimal. Oleh karena itu, perlu 

dilaksanakannya pengolahan dan penyerahan dana pembangunan yang efektif 

dan efisien. 

Pengelolaan Pemerintah Daerah di Indonesia memasuki babak baru 

dengan dilaksanakannya otonomi daerah sejak tahun 2001. Otonomi daerah 

ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa otonomi daerah 

adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, serta Undang-Undang No. 33 

tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. 

Peranan Pemerintah Daerah dalam menggali dan mengembangkan 

berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah sangat 

menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan 
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pelaksanaan masyarakat daerah. Oleh karena itu kemampuan administrasi 

pemerintah daerah sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan 

pendapatan, alokasi tanggung jawab pelaksanaan pungutan dan pengenaan 

pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sesuai dengan 

konsekuensi dari asas desentralisasi, dibentuknya unit-unit pemerintah 

setempat yang sering disebut daerah otonom, yaitu daerah yang berkewajiban 

dan berhak untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri. 

Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota 

dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya dan 

bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat secara proporsional. Hal ini 

ditegaskan oleh Kaloh (2002:46) bahwa “Otonomi Daerah adalah otonomi 

bagi rakyat daerah bukan otonomi daerah dalam pengertian wilayah atau 

teritorial tertentu di tingkat atau wilayah lokal”. Sedangkan menurut Halim 

(2001:64) “Keberhasilan otonomi daerah bergantung dari kesiapan masing-

masing daerah dalam menghadapi atau mengolah potensi sumber daya alam 

(SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang berfungsi sebagai motor 

penggerak jalannya roda pemerintahan daerah karena keberhasilan 

pembangunan daerah akan menunjang pembangunan nasional”. 

Kabupaten Batang sebagai daerah otonom di wilayah Provinsi Jawa 

Tengah diberi kewenangan untuk mengatur serta menggali sumber daya yang 

ada sesuai dengan potensi dan keadaan daerah sehingga dapat meningkatkan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri untuk membiayai kegiatan rumah 

tangganya sendiri. Hal ini sesuai dengan pasal 157 Undang-undang No. 32 
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tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai sumber-

sumber pendapatan daerah yaitu sebagai berikut: 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari: 

a. Pajak Daerah 

b. Retribusi Daerah 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

d. Dan Lain-lain PAD yang sah 

2. Dana Perimbangan, antara lain: 

a. Dana Bagi Hasil 

b. Dana Alokasi Khusus 

c. Dana Alokasi Umum 

3. Pinjaman Daerah 

4. Lain-lain Pendapatan, terdiri dari: 

a. Pendapatan Hibah 

b. Pendapatan Dana Darurat 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan 

daerah serta gambaran potensi keuangan daerah yang pada umumnya 

mengandalkan unsur dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Perusahaan 

Daerah termasuk didalamnya pendapatan lain di luar pajak dan retribusi 

daerah. Pemerintah menyadari bahwa sektor pajak dan retribusi daerah 

merupakan sektor penyumbang angka terbesar dalam peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). Menurut Halim (2004:64) yang dikutip dari Undang-
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Undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu: 

“Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua 
penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber ekonomi daerah”. 
 

Sedangkan menurut Kertabudi (2007:2) “Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber 

dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang”. 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli 

Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber 

ekonomi dalam wilayahnya sendiri didasarkan pada undang-undang. 

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pandapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Batang yang penting karena pada setiap tahunnya 

memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pendapatan 

asli daerah. Menurut Mardiasmo (2008:14) yang dikutip dari Undang-Undang 

No. 18 tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 34 

tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa 

“Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan 

daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau badan”. 

Dari sekian banyak Retribusi Daerah, Retribusi Pasar merupakan 

aspek yang memberi kontribusi penting terhadap Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Namun demikian, pengelolaan Retribusi Pasar di daerah masih belum 
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efektif. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman Pemerintah Kabupaten/ 

Kota akan potensi sumber dana yang ada di dalam Retribusi Pasar. 

Mengingat pentingnya Retribusi Pasar sebagai salah satu sumber 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka Kabupaten Batang harus berusaha 

untuk mencapai target penerimaan retribusi pasar yang telah ditentukan dan 

tetapkan serta untuk meningkatkan pemungutan retribusi pasar terhadap 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digunakan untuk membiayai 

urusan rumah tangganya sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka 

penulis tertarik mengambil judul: 

“EVALUASI RETRIBUSI PASAR PADA PENDAPATAN ASLI 

DAERAH KABUPATEN BATANG PADA TAHUN 2010-2012”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari pembatasan masalah yang sudah dikemukakan diatas, maka 

permasalahan yang muncul pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kontribusi sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Batang yang berasal dari retribusi pasar pada tahun 2010-

2012? 

2. Bagaimana laju pertumbuhan retribusi pasar di Kabupaten Batang pada 

tahun 2010-2012? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan kontribusi sumbangan retribusi pasar pada 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Batang pada tahun 2010-

2012. 

2. Untuk mendeskripsikan laju pertumbuhan retribusi pasar di Kabupaten 

Batang pada tahun 2010-2012. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kaitannya dengan 

peningkatan retribusi pasar serta sebagai bahan informasi bahwa potensi 

retribusi pasar dapat ditingkatkan sebagai penyumbang Pendapatan Asli 

Daerah (PAD). 

2. Bagi Masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Batang hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi bahwa aliran 

dana retribusi pasar masuk ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). 

3. Sebagai dasar untuk kegiatan penelitian yang sejenis. 
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E. Daftar Istilah 

1. Evaluasi 

Menurut Sudiono (2005:70) bahwa secara harfiah kata evaluasi 

berasal dari bahasa Inggris evaluation, yang dalam bahasa Indonesia 

berarti penilaian. Sehingga “Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu 

proses untuk menentukan nilai dari sesuatu”. 

2. Pendapatan 

Menurut Dyckman (2002:234), “Pendapatan adalah arus 

masuk atau peningkatan lainnya atas aktiva sebuah entitas atau 

penyelesaian kewajiban atau kombinasi keduanya selama satu periode 

dari pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa atau aktivitas lain 

yang merupakan operasi utama atau sentral entitas yang sedang 

berlangsung”. 


